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ABSTRAK

Di Indonesia pelayanan pernikahan diselenggarakan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA). Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai terganggu karena
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya pandemi ini membuat
masyarakat merasa khawatir jika melangsungkan pernikahan. Pandemi COVID-19
berdampak pada pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu
KUA menerapkan pelayanan yang berbeda dengan sebelum pandemi. Berdasarkan
hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
tentang bagaimana implementasi pelayanan perrnikahan pada era new normal.

Penelitian ini_ dilakukan di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field
research). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kepala KUA
sekaligus sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang
menikah pada era new normal. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku,
artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan
penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara
dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian
dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi regulasi
pelayanan pernikahan pada era new normal di KUA Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat yang
menikah saat pandemi COVID-19. Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak
ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa
menggunakan prokes. Pelayanan selama pandemi terdapat pembatasan kapasitas
tempat dan orang, selain itu harus mematuhi prokes. Penghulu berhak untuk tidak
memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun catin tidak menerapkan prokes.
Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan
perkawinan dan jam pelayanan KUA. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan
saat pandemi ini mengikuti peraturan dari Pemerintah meskipun terkadang pihak
undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokol kesehatan.
Kebijakan pemerintah dalam pelayanan pernikahan saat pandemi diperbolehkan
secara hukum Islam, hal itu dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan serta
menghindari kemudharatan berupa tertularnya COVID-19.

Kata Kunci: KUA, COVID-19
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah SWT menciptakan manusia hidup berpasangan-pasangan antara
pria dengan wanita dan melarang manusia untuk hidup melajang. Larangan
manusia tidak boleh hidup melajang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang

diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

1 E\-

&

13 A5 L f&;**‘Ubu“‘%wJ“’uKbp
?sgjmwg;;;u;usr{w*&» 65 Isd s 55 Jikis

ﬁ/o

.b—wdbu;\jgw//jb@uﬁcvusbd) dL&-u.:

“Dari- Anas bin Malik ra, ia berkata: “Rasulullah SAW
memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami
membujang/tidak kawin. Beliau bersabda: “Kawinlah dengan wanita yang
banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapkan
para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.”

A &

3,\&;

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, perkawinan umat Islam diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum
kemerdekaan Republik Indonesia atau sesudahnya. Hukum agama yang
dimaksud disini adalah figh munakahat, jika dilihat dari materinya berasal
dari mazhab Syafi’i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara
nyata mengamalkan mazhab Syafi’i dalam keseluruhan amaliyah

agamanya.? Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang

! Muhammad Lugman As Salafi, “Syarah Bulughul Maram” terj. Achmad Sunarto
(Surabaya: Karya Utama, 2006), him. 335.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), him. 21.



Perkawinan, hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam.
Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk pada kitab-kitab fikih ulama
terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat
banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi dimasyarakat.> Dengan
lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-
Undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara
Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementrian Agama merupakan salah satu penyelenggara pelayanan
publik di bidang kehidupan keagamaan yang salah satunya terkait pelayanan
perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-Undang ini diakui sebagai
legal standing bagi berdirinya KUA. Pada mulanya kewenangan KUA
sangat luas, tetapi semenjak berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, talak dan cerai
menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga KUA tidak lagi
mengurusnya secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya dengan

terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka KUA

8 Khiyaroh, “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 7, no. 1, Juni 2020,

him. 12.



mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.*

Keberadaan Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat di bidang agama Islam. Peran KUA diantaranya
melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah,
mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial,
kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.® Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa ‘“Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA
yang berada-di-kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi

orang beragama non-1slam maka dicatat di Kantor Pencatatan Sipil.°

Pelaksanaan pernikahan pada tahun 2020 berbeda dengan
pernikahan sebelumnya, karena di Indonesia bahkan di seluruh dunia
sedang dilanda virus Corona. Pada Desember 2019 virus Corona atau
COVID-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Karakteristik virus yang cepat menyebar secara massif di seluruh dunia

4 Henuzi, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
(Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara, 2015), him. 2.

% Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa
Tenggara Timur”, Jurnal Analisa: Journal Of Social And Religion, Vol XVIII, no. 02, Juli -
Desember 2011, him. 248.

¢ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan”, Rechtidee:
Jurnal Hukum, Vol. 11, no. 2, Desember 2016, him. 174.



dengan angka kematian yang terus bertambah menjadikan WHO

menetapkan virus COVID-19 sebagai Pandemi Global.

Tren Nasional

Kasus

Grafik 1 Perkembangan COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia
Sumber: Kompas.com

Curva di atas menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di
Indonesia sejak bulan April 2020 terkonfirmasi sampai dengan angka
80.000. Pandemi COVID-19 ini telah merubah aspek struktur kehidupan
termasuk dalam masalah pernikahan. Meskipun masih dalam pandemi
COVID-19, minat masyarakat yang ingin menikah tetap tinggi. Setidaknya
sejak 1 April 2020 Kementrian Agama mencatat 33.215 calon pengantin

mendaftar online melalui simkah.kemenag.go.id. Calon pengantin yang

hendak menikah atau yang sudah merencanakan pernikahannya merasa
terganggu dan cemas terkait hajat terbesar mereka untuk melangsungkan
pernikahan. Masyarakat merasa ada yang tidak bisa menggelar acaranya

bahkan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan akibat adanya virus



COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi
pelayanan pernikahan pada KUA yang membedakannya dengan pelayanan

pernikahan di KUA sebelum COVID-109.

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu calon
pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA.
Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 yaitu calon
pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan
seperti surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan, fotokopi KTP, KK,
Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari
KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat
tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa
kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin
mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan
dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka
biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode
pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad
nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan
jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti

resepsi nikah.

Berbeda dengan pernikahan sebelum pandemi COVID-19,
pernikahan saat pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada pelayanan nikah
di KUA, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat

PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin)



yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Pelaksanaan
pernikahan pada saat PSBB harus dilaksanakan di KUA. Selain itu, KUA
Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas,
pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan
protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk
menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di
KUA dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang calon pengantin yang menikah

dalam satu hari.

Setelah 3 bulan melewati masa PSBB, pemerintah Indonesia mulai
menerapkan-kehidupan normal yang baru (new normal) dan melonggarkan
PSBB.” Adanya penerapan new normal ini juga berpengaruh pada
pelayanan nikah di KUA. Pelayanan pernikahan yang diberikan tentunya
untuk tetap memberikan rasa aman serta agar tetap mendukung pelaksanaan
nikah dengan tatanan normal baru (new normal), mencegah dan mengurangi
risiko penyebaran COVID-19, melindungi pegawai KUA Kecamatan serta
masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan
semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA
Kecamatan. Selain itu, pelaksanaan prosesi akad nikah bisa dilaksanakan di

KUA maupun di luar KUA. Pelaksanaan prosesi akad nikah ini

" Muhyiddin, “COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia”,
The Indonesian Jurnal Of Development Planning, Vol 1V, no. 2, Juni 2020, him. 246.



dilaksanakan di dalam maupun di luar KUA ini dibatasi jumlah orang yang
menyaksikan akad nikah pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara merupakan
salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Purbalingga. Di
Padamara kasus COVID-19 termasuk tinggi di Kabupaten Purbalingga.
Terlihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan kasus COVID-19 di

Purbalingga bulan Maret 2020-23 Juli 2021

INO PUSKESMAS TERKONFIRMAS! | DIRAWAT ISOMAN MENINGGAL SEMBUH
lr 1 |KEMANGKON 1038 12 256 49 721
L 2 [BUKATEIA 77 12 108 30 567
'r 3 |KUTAWIS 379 8 62 19 29
. 4 |KEJOBONG 500 14 86 19 381
'r 5 [PENGADEGAN 336 1 61 12 262
16 [KAUGONDANG 504 9 143 23 329
'r 7 |KALKAJAR 667 7 133 30 497
.8 [PURBALINGGA 1346 53 370 69 854
Ir 9 [BOJONG an 1 155 16 290
1 10 |KALIMANAH 1750 17 380 66 1287
| 11 |PADAMARA 1085 14 235 4 795
L 12 |[KUTASARI 694 1 144 35 504
| 13 |BOJONGSARI 677 7 9% ) 532
L 14 |MREBET 372 7 59 20 286
L 15 |SERAYU LARANGAN 327 6 55 15 251
L 16 |BOBOTSARI 619 12 69 50 488
L 17 |KARANGREIA 291 5 45 17 224
L 18 [KARANGIAMBU 144 1 2 8 123
L 19 [KARANGANYAR 34 10 41 16 247
338 13 76 15 234

679 3 88 44 544

624 18 69 39 498

JUMLAH 13873 251 043 675 10204

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas, Kecamatan Padamara masuk dalam 3 besar kasus
terkonfirmasi COVID-19 terbanyak di Purbalingga. Oleh karena itu
mempengaruhi pelayanan publik di Kecamatan Padamara, salah satunya
yaitu dalam hal pelayanan pernikahan. KUA Kecamatan Padamara

menerapkan pelayanan pernikahan yang bisa menjamin keamanan dari



COVID-19 bagi pegawai KUA maupun bagi masyarakat yang
membutuhkan pelayanan pernikahan. Pelayanan yang diberikan berbeda
dengan pelayanan sebelum pandemi COVID-19 yang tentunya memiliki
kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti
mengenai bagaimana implementasi pelayanan pernikahan pada era new
normal yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Padamara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan
membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul
”Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal

Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”.

B. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan
penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah
tersebut yaitu:
1. Implementasi Regulasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi
dimaknai dengan pelaksanaan, penerapan.® Regulasi adalah suatu
peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok,
lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu

dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.’

8 Sri Sukesi Adiwimarta dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2 (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), him. 327.

® Arya, “Pengertian Regulasi Secara Umum”, dapenperhutani.com, diakses pada tanggal 4
September 2020 Pukul 08.00 WIB.



Implementasi Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
implementasi regulasi mengenai pelayanan pernikahan pada era new
normal yaitu Peraturan Kementrian Agama melalui Surat Edaran
Nomor: P-006/DJ.I11/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah
Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19.
2. Pelayanan Pernikahan

Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha
milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.® Perkawinan disebut juga
pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan, - saling memasukan, dan digunakan untuk arti
bersetubuh.!! Pelayanan pernikahan adalah pelayanan dalam bidang
perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam melayani
masyarakat yang merencanakan pernikahan. Pelayanan pernikahan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan pernikahan yang
dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

dalam memberikan pelayanan pernikahan pada era new normal.

10 Rosidin, “Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan Di Jawa Tengah ”, Jurnal Wacana Hukum
Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 16, no. 2, Desember 2016, him 258.
11 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), him. 47.
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3. Era New Normal

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan
aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol
kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.*? Era new
normal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan kehidupan
normal yang baru (new normal) dengan mulai menjalankan aktivitas
berdampingan dengan COVID-19.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara merupakan Kantor
Urusan Agama yang terletak di Jalan Raya Padamara Nomor 30,
Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kantor
Urusan - Agama Kecamatan Padamara adalah instansi pemerintah
dibawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan
masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi
pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan
nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan
keagamaan. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan
nikah. Pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada
pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahanya
diakui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan

melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan

12 Dandy Bayu Bramasta, “Sering Disebut-sebut, Apa Itu New Normal”, kompas.com, diakses
pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.
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nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.%3
KUA Kecamatan Padamara memiliki tempat yang strategis sehingga
penulis tertarik untuk melakukan penelitian, selain itu Kecamatan
Padamara tergolong tinggi dalam kasus virus COVID-19 di Purbalingga
yang berdampak pada pelayanan pernikahan yang ada di Kecamatan
Padamara sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai
implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA
Kecamatan Padamara kepada masyarakat yang merencanakan
pernikahan di Kecamatan Padamara.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka. dapat dirumuskan
masalah mengenai: Bagaimana Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada Era
New Normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah
dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:
1. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui implementasi pelayanan pernikahan pada era new
normal yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara

Kabupaten Purbalingga.

13 Sugita Farida Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cikajang Garut”, Jurnal Algoritma, Vol. 12, no. 1, 2015, him. 1.
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2. Manfaat Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan
sumbangan pemikiran untuk:

a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan
kepada mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam tentang pelayanan
pernikahan sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pelayanan
pernikahan pada era new normal (hidup berdampingan dengan pandemi
COVID-19) di Kantor Urusan Agama, selain itu juga menjadi bahan
kajian pada penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah
pemahaman bagi-masyarakat tentang prosedur pelayanan pernikahan
pada era new normal di KUA.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari
pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang dilakukan.
Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil
penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Mahardika Putera Emas dengan jurnal yang berjudul “Problematika Akad
Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi
COVID-19”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang akad nikah via online daring
menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan
atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan

perluasan makna ittihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring
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mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni nikah
adalah ibadah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat
ketentuan pemerintah yang memiliki derajat. Selain itu juga menjelaskan hukum
menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu’akkad schingga tidak masalah
jika tidak diselenggarakan terlebih di masa pandemi yang harus menghindari
terjadinya kerumunan masyarakat.*

Hari Widiyanto dengan jurnal yang berjudul “Konsep Pernikahan Dalam
Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”.
Dalam jurnal tersebut menjelaskan pernikahan merupakan sunnatullah yang
bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah
COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap
dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi
dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk
mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan
yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena selain
mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi
penyebaran wabah COVID-19 karena mematuhi peraturan pemerintah
merupakan kewajiban warga negara.®

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Jurusan Hukum Acara Peradilan Dan
Kekeluargaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun

2018 vyang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem

14 Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan
Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Civil Law, Vol. 1, no. 1, 2020.

5 Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan
Pernikahan Di Masa Pandemi”, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04, no. 01, Januari-Juni 2020.
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Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten
Bone”. Skripsi ini berisi tentang peranan yang dilakukan oleh KUA dalam
memberikan pelayanan administratif pernikahan seperti dalam hal pencatatan
perkawinan yang dilakukan dengan memperhatikan aturan Undang-Undang
yang ada. Peranan Kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua
permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Libureng serta mengawasi proses
berlangsungnya pernikahan. Sedangkan STAF KUA melaksanakan tugas sesuai
dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring langsung oleh Kepala
KUA. Faktor-faktor 'yang menghambat sistem pengelolaan administrasi
pernikahan di Kecamatan Libureng yaitu gangguan jaringan sehingga sistem
yang digunakan masih manual ‘dalam proses pendaftaran dan pendataan
pencatatan perkawinan.®

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda Jurusan Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang
berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait
Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28
Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19”. Skripsi ini berisi
tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak
bagi calon mempelai yang menikah pada malem songo di masa pandemi
COVID-19 yakni karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima surat edaran

baru dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah saat

8 Irma Nur, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi
Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”, skripsi tidak diterbitkan (Makassar : UIN
Alauddin Makassar, 2018).
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pandemi, jumlah pendaftar kehendak nikah di malem songo terlalu banyak dan

waktu yang sudah dekat dari pelaksanaan akad nikah tidak dimungkinkan

melaksanakan rafak satu persatu secara langsung dan juga dikhawatirkan akan

terjadi penularan COVID-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Dalam analisis

yuridis, kebijakan ditiadakannya rafak ternyata bertentangan dengan hukum

positif yang berlaku terutama PMA Nomor 20 Tahun 2019.Y

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki

pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara

penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil

penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan

dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu:

Penyelenggaraan
Walimah Selama
Masa Pandemi

COVID-19”

Nama Judul Persamaan Perbedaan
Mahardika Jurnal -~ dengan | Sama-sama Dalam jurnal tersebut
Putera Emas | judul membahas menjelaskan tentang tidak

“Problematika tentang diperbolehkannya
Akad Nikah Via | Pandemi melaksanakan akad nikah
Daring dan | COVID-19 secara daring dan

penundaan walimah pada
saat pandemi COVID-19,
sedangkan penulis fokus
pada implementasi
pelayanan pernikahan
pada era new normal di

KUA Kecamatan

17 Ahmad Nur Huda, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait
Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di
Masa Pandemi COVID-197, skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).
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Padamara Kabupaten
Purbalingga
Hari Jurnal  dengan | Sama-sama Dalam Jurnal tersebut
Widiyanto judul  “Konsep | membahas menjelaskan tentang
Pernikahan tentang menunda pernikahan
Dalam Islam | Pandemi karena COVID-19
(Studi COVID-19 merupakan salah satu
Fenomenologis bentuk pencegahan yang
Penundaan mana bila tetap
Pernikahan  Di dilaksanakan akan
Masa berdampak pada
Pandemi)”. menyebarnya virus
tersebut selain itu anjuran
pemerintah untuk
mengurangi  penyebaran
wabah -maka menunda
perkawinan yang telah
direncanakan juga
merupakan keputusan
yang baik, sedangkan
penulis  fokus pada
implementasi  pelayanan
pernikahan pada era new
normal di KUA
Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga
Irma Nur Skripsi yang | Sama-sama Skripsi Irma Nur
(2018) berjudul membahas membahas tentang sistem

“Peranan Kantor

Urusan Agama

tentang KUA

pengelolaan administrasi

pernikahan di KUA




17

Dalam  Sistem Kecamatan Libureng,
Pengelolaan sedangkan penelitian
Administrasi penulis fokus pada
Pernikahan  Di implementasi  pelayanan
Kecamatan pernikahan pada era new
Libureng normal di KUA
Kabupaten Kecamatan Padamara
Bone”. Kabupaten Purbalingga
Ahmad  Nur | Skripsi yang | Sama-sama Skripsi Ahmad Nur Huda
Huda berjudul membahas membahas tentang
(2021) “Analisis tentang KUA | kebijakan yang diambil
Yuridis Kepala KUA Sukosewu
Terhadap terkait: peniadaan rafak
Kebijakan bagi calon mempelai yang
Kepala KUA menikah pada malem
Sukosewu songo di masa pandemi
Terkait COVID-19, sedangkan

Peniadaan Rafak

Bagi Calon
Mempelai Yang
Menikah  Pada
Tanggal 28

Ramadhan 1441
Hijriah Di Masa
Pandemi
COVID-19”

penelitian penulis fokus
pada implementasi
pelayanan pernikahan

pada era new normal di

KUA Kecamatan
Padamara Kabupaten
Purbalingga
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F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini,
maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya,
yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, dimana
dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai situasi yang menjadi
dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga
berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar
belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian,
tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan
manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik
manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama
juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap
kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu terdapat kajian pustaka, dalam
kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan
sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan
untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan
sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan
pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab Kedua, Landasan Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang kajian
pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah

mengenai tinjauan umum tentang KUA, prosedur pernikahan di KUA, dan
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pelayanan pernikahan sebelum dan selama COVID-19 ditinjau dari hukum
Islam.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian
yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian,
yaitu penelitian lapangan. Kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu
penelitian di KUA Kecamatan Padamara, sumber data penelitian dari
wawancara dengan infoman yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, Penghulu
KUA dan responden yang melakukan pernikahan pada era new normal.
Selanjutnya adalah pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Metode
pengumpulan data, dalam hal ini penulis memperolehnya dengan wawancara,
dokumentasi dan observasi.

Bab Keempat, Pembahasan, dimana dalam bab ini membahas mengenai
profil KUA Kecamatan Padamara dan analisis impelementasi pelayanan
pernikahan pada era new -normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga sebelum dan selama COVID-19 serta analisis secara hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang
dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai
rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yaitu berisi
anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yang
nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa
yang akan datang yang berkaitan dengan pernikahan, serta menjadikan
pengalaman dan sebagai wawasan tentang adanya pernikahan pada era new

normal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
peneliti mengenai implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era
new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara sebelum
pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan di Balai nikah KUA maupun di luar
KUA, tanpa adanya batasan orang, tanpa menggunakan prokes, tidak ada
pembatasan mobilitas dan interaksi. Pelayanan nikah selama pandemi
terdapat pembatasan orang yang mengikuti acara pernikahan yaitu 10 orang,
serta prokes yang harus diikuti oleh masyarakat. Saat i1jab kabul penghulu,
wali nikah dan catin laki-laki menggunakan masker dan sarung tangan.
Pandemi COVID-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA
Kecamatan Padamara terlihat dari menurunnya jumlah permohonan
pernikahan bulan Maret-Mei 2020 yaitu 32 pasangan menjadi 16 pada bulan
April 2020 kemudian menjadi 2 pasangan pada bulan Mei 2020. Adanya
pandemi COVID-19 mempengaruhi jam kerja pelayanan kantor dan
bimbingan perkawinan saat pandemi dikenal dengan Bimper mandiri yang
dilaksanakan di KUA Kecamatan Padamara. Pelayanan KUA pada saat
pandemi COVID-19 ini mempermudah masyarakat yang melangsungkan

pernikahan meskipun pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya

20
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disiplin dalam menjaga jarak dan berinteraksi serta dalam mengikuti

protokol kesehatan. Peraturan pelayanan pernikahan seperti menggunakan

protokol kesehatan, adanya batasan serta harus menjaga jarak
diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk menjaga kemaslahatan
serta untuk menghindari kemafsadatan dari tertularnya COVID-19 dalam
hal pernikahan.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Padamara agar meningkatkan pengawasan prokes
masyarakat yang menikah di luar KUA saat pandemi COVID-109.

2. KUA Kecamatan Padamara menyelenggarakan bimper secara online
melalui aplikasi zoom dsb agar bimper maksimal karena terbatasnya
waktu saat adanya pandemi COVID-19.

3. Masyarakat yang menikah lebih mematuhi peraturan dari pemerintah
karena masih sering mengabaikan prokes dan masih terjadi kerumunan
di tempat acara pernikahan diselenggarakan di luar KUA.

C. Kritik Penulis

1. Pemerintah melarang pelaksanaan akad nikah di luar KUA agar KUA
Kecamatan bisa mengontrol secara lebih maksimal.

2. Pemerintah melarang penyelenggaraan makan di tempat pernikahan saat
pandemi COVID-19 dan menggantinya dengan cara mengantarkan
makanan atau dibawa pulang agar tidak makan di tempat untuk

menghindari kerumunan.
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